KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 12/SB/2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

: a. bahwa Gubernur telah menyampaikan Nota

Pengantar terhadap Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dalam Rapat

Paripurna tanggal 30 Maret 2021;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun
2017 dinyatakan Pembahasan dan kesepakatan
terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10
(sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia
Nomor 4663);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 04 /PRT/M/2015
tentang Kriteria danPenetapan Wilayah Sungai;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015
tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan
Garis Sempadan Danau;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
NomorP.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



Memperhatikan

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
SumateraBarat Tahun = 2005-2025(Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Pasca
Pemilihan Kepala Daerah Serentak;

Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang
disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir
tanggal 14 April 2021;

. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 yang disampaikan pada Rapat
Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal
15 April 2021



MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026.

KEDUA : Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU sebelum ditetapkan menjadi Rancangan
Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama
antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan
ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama
Gubernur Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SU ERA BARAT
Ket

SURPARDI






